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ABSTRAK

Fenomena perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura, masih
berlangsung meskipun bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip hak anak,
karena dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan religius yang
kompleks. Nilai adat seperti tengka dan sabbhu’, serta kuatnya dominasi struktur
patriarkal, menjadikan praktik ini sarana menjaga kehormatan keluarga,
memperkuat jaringan sosial, sekaligus strategi perlindungan moral dan ekonomi.
Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana
bentuk pelaksanaan dan dinamika praktik tradisi perjodohan anak di Kecamatan
Talango, serta mengapa masyarakat setempat masih mempertahankannya dalam
kehidupan sosial budaya mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus
yang berfokus pada praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi
dokumentasi terhadap subjek penelitian yang terdiri dari orang tua, anak yang
dijodohkan, tokoh agama, tokoh adat, serta pendidik. Analisis data dilakukan secara
tematik melalui tahapan pengkodean, penyusunan tema, interpretasi, dan
triangulasi untuk memperoleh pemahaman mendalam dan holistik mengenai
dinamika sosial, budaya, dan dampak dari praktik perjodohan anak dalam konteks
masyarakat lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan anak di
Kecamatan Talango, Madura masih bertahan karena dipengaruhi oleh nilai budaya,
agama, ekonomi, dan norma sosial, terutama konsep kehormatan keluarga (ajhina)
dan rasa malu (asap rasa) yang mendorong orang tua menikahkan anak pada usia
muda demi menjaga nama baik dan menghindari aib sosial. Dalam pelaksanaannya,
orang tua dan keluarga besar berperan dominan melalui kesepakatan antar keluarga,
sementara anak kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga terjadi
ketimpangan antara kepentingan keluarga dan hak anak. Secara keseluruhan,
praktik ini dipandang sebagai ‘urf (kebiasaan) yang telah mengakar dalam
masyarakat, namun tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip magdasid al-syari‘ah
maupun hukum positif, sehingga diperlukan rekonstruksi sosial dan hukum melalui
pendekatan edukatif, budaya, dan dialogis dengan melibatkan tokoh agama, tokoh
adat, pemerintah, dan keluarga untuk melindungi hak serta masa depan anak.

Kata kunci: perjodohan anak, budaya lokal madura, maqasid al-syari‘ah.
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ABSTRACT

The phenomenon of child marriage in Talango District, Madura, continues
despite being contrary to national law and children's rights principles, due to
complex social, cultural, economic, and religious factors. Traditional values such
as tengka and sabbhu’, along with the strong dominance of patriarchal structures,
make this practice a means of maintaining family honour, strengthening social
networks, and serving as a strategy for moral and economic protection. This study
focuses on answering two main questions: what are the forms of implementation
and dynamics of the child marriage tradition in Talango District, and why does the
local community continue to uphold it in their social and cultural life?

This research uses a qualitative approach with a case study design that
focuses on the practice of arranged marriage for children in Talango Sub-district,
Madura. Data were collected through in-depth interviews, participatory
observation, and documentation studies of research subjects consisting of parents,
arranged marriage children, religious leaders, traditional leaders, and educators.
Data were analysed thematically through the stages of coding, theming,
interpretation and triangulation to gain an in-depth and holistic understanding of the
social, cultural and impact dynamics of the practice of arranged marriage in the
context of the local community.

The results of the study indicate that the practice of child marriage in
Talango District, Madura, persists due to cultural, religious, economic, and social
norms, particularly the concepts of family honour (ajhina) and shame (asap rasa),
which encourage parents to marry off their children at a young age in order to
maintain their reputation and avoid social disgrace. In practice, parents and
extended families play a dominant role through inter-family agreements, while
children are minimally involved in decision-making, leading to a disparity between
family interests and children's rights. Overall, this practice is viewed as an
entrenched custom (urf) in society, yet it does not fully align with the principles of
magqasid al-syari‘ah or positive law. Therefore, social and legal reconstruction is
necessary through an educational, cultural, and dialogic approach involving
religious leaders, traditional figures, the government, and families to protect
children’s rights and future.

Keywords: child matchmaking, local culture of Madura, maqasid al-syari'ah.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang bersifat universal
dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Secara umum,
pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara dua individu,
melainkan juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga
kesinambungan keturunan, membentuk stabilitas sosial, serta memperkuat
hubungan antar keluarga maupun komunitas. Hampir di setiap masyarakat,
pernikahan dipandang sebagai bentuk peralihan menuju fase kehidupan yang
lebih dewasa dan bertanggung jawab.! Dengan demikian, pernikahan memiliki
dimensi multidimensional, baik biologis, sosial, maupun kultural, yang
menjadikannya sebagai institusi fundamental dalam tatanan masyarakat.

Dalam tradisi banyak masyarakat, pernikahan tidak selalu menjadi
keputusan pribadi sepenuhnya, melainkan kerap dipengaruhi oleh keluarga,
lingkungan sosial, hingga adat istiadat. Salah satu praktik yang mencerminkan
keterlibatan sosial dalam menentukan pasangan hidup adalah perjodohan.?
Fenomena ini tidak hanya ditemukan pada masyarakat tradisional di Indonesia,

tetapi juga di berbagai belahan dunia, misalnya di India, Timur Tengah, hingga

! Muhammad Zainuddin Sunarto and Fathor Rozy, “Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari
Psikologi,” Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora 8, no. 4 (2022): 616—624.

2 Sarping Saputra, Ririn Maulina Putri, and Syifa Maulida Fahmia Syihab, “Forced
Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian IImu
Hukum 12, no. 2 (2023): 205-220.
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beberapa negara Asia Tenggara.® Perjodohan sering kali dipandang sebagai
strategi sosial untuk menjaga keharmonisan, mempererat ikatan kekerabatan,
serta melestarikan nilai budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun.
Dalam kerangka tersebut, perjodohan bukan semata pilihan individual,
melainkan juga bentuk reproduksi sosial budaya yang memastikan
keberlanjutan nilai dan norma masyarakat.*

Secara historis, perjodohan anak muncul dari nilai budaya yang
menempatkan keluarga sebagai otoritas utama dalam menentukan masa depan
anggotanya. Keputusan mengenai pasangan hidup dianggap terlalu penting
untuk diserahkan sepenuhnya kepada individu, karena menyangkut kehormatan
dan posisi sosial keluarga di masyarakat. Oleh sebab itu, orang tua memiliki
peran dominan dalam memilihkan pasangan yang sesuai dengan kriteria sosial,
ekonomi, maupun kekerabatan.’ Tradisi ini sekaligus mencerminkan nilai
kolektivitas masyarakat yang menempatkan kepentingan kelompok di atas
kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan pandangan Durkheim (1982) yang
menekankan bahwa dalam masyarakat tradisional, individu sering kali
dianggap sebagai bagian integral dari kelompok, sehingga keputusan-keputusan
penting, termasuk pernikahan, lebih banyak dikendalikan oleh struktur sosial

daripada kehendak personal.®

3 Jusmalia Oktaviani, “Fenomena’colorism’sebagai Bentuk Stratifikasi Sosial Di Kawasan

Asia Tenggara,” Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 7, no. 01 (2022): 53-83.

4 Mukhtar Mufauwiq, “Pernikahan Di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, Dan

Tantangan.,” Middle Eastern Culture & Religion Issues 2, no. 1 (2023): 113-37.

5> Malik Ibrahim and Nur Haliman, “Kontribusi Orang Tua Dalam Mencegah Terjadinya

Nikah Dini Di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” Supremasi
Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022): 1-19.

6 Indra Jaya Kusuma Wardhana, Dinamika Kependudukan Dan Transformasi: Tinjauan

Teori Sosiologi Klasik Dan Kontemporer-Jejak Pustaka (Jejak Pustaka, n.d.).
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Namun, praktik perjodohan anak tidak jarang menimbulkan perdebatan
serius, baik dalam ranah akademik maupun diskursus publik. Di satu sisi,
praktik ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang
diwariskan secara turun-temurun dan dipandang mampu menjaga tatanan sosial
masyarakat. Perjodohan anak sering kali dinilai sebagai mekanisme untuk
menghindari konflik antar keluarga, memperkuat relasi kekerabatan, serta
mempertahankan nilai-nilai budaya yang dianggap luhur.” Di sisi lain, praktik
ini kerap dikritik karena dinilai mengabaikan hak dasar anak dalam menentukan
masa depannya, khususnya hak untuk memilih pasangan hidup. Banyak
kalangan menilai bahwa ketika anak belum cukup matang secara psikologis
maupun sosial, keterlibatannya dalam pernikahan justru berpotensi
menimbulkan berbagai masalah, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun
dalam perkembangan kepribadiannya.®

Dalam konteks Indonesia, fenomena perjodohan anak masih bertahan di
sejumlah daerah, terutama di komunitas yang memiliki ikatan kuat dengan adat
istiadat. Salah satu wilayah yang masih mempertahankan praktik tersebut
adalah Kecamatan Talango di Pulau Poteran, Kabupaten Sumenep, Madura.
Masyarakat di wilayah ini dikenal memiliki pola sosial budaya yang khas, di
mana tradisi dijaga ketat sebagai simbol identitas dan kehormatan keluarga.

Bagi masyarakat Talango, praktik perjodohan anak dipandang sebagai simbol

7 Akhmat Ali Imron Rasyidi, “Tradisi Perjodohan Anak Terhadap Keharmonisan Keluarga
(Studi Kasus Masyarakat Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep)” (IAIN Kediri,
2024).

8 Endang Prastini, “Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak,”
Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 2, no. 2 (2022): 43-51.
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keteraturan sosial sekaligus sarana menjaga keharmonisan antar keluarga besar,
sehingga nilai tradisi kerap ditempatkan di atas kepentingan individual.’

Masyarakat Talango cenderung memandang pernikahan sebagai urusan
keluarga besar, bukan sekadar persoalan dua individu. Oleh karena itu, praktik
perjodohan anak kerap dilakukan dengan tujuan menjaga kehormatan,
memperkuat ikatan kekerabatan, serta memastikan stabilitas sosial. Dalam
praktiknya, anak sering kali hanya menjadi objek dari keputusan keluarga,
sementara suara dan kehendaknya tidak sepenuhnya diperhitungkan.!'® Pola ini
menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang masih berorientasi kolektivistik,
otoritas keluarga memiliki kedudukan dominan dibandingkan preferensi
individu. Hal inilah yang menjadikan fenomena perjodohan anak di Talango
menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama karena ia mencerminkan
benturan antara nilai tradisi dan prinsip-prinsip modern mengenai hak anak dan
kebebasan individu.

Di balik alasan menjaga tradisi, terdapat faktor lain yang turut
mendorong keberlangsungan praktik perjodohan anak di Talango. Faktor
ekonomi, misalnya, kerap menjadi pertimbangan penting, di mana perjodohan
dipandang mampu mengurangi beban ekonomi keluarga atau bahkan menjadi
strategi untuk memperbaiki status sosial. Dalam masyarakat dengan tingkat
kesejahteraan rendah, anak perempuan sering kali dianggap sebagai “aset

keluarga” yang dapat dipertukarkan dalam hubungan pernikahan untuk

° Rasyidi, “Tradisi Perjodohan Anak Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus
Masyarakat Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep).”

1D A Anggraeny, “Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Pendidikan Anak,”
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2016, 1-39.
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memperkuat jaringan sosial maupun meningkatkan posisi ekonomi keluarga.'!
Selain itu, faktor pendidikan juga memiliki pengaruh yang signifikan.
Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sebagian masyarakat lebih
menerima praktik perjodohan tanpa banyak mempertanyakan konsekuensi
jangka panjang terhadap perkembangan psikologis, sosial, maupun kesehatan
anak.'?

Praktik perjodohan anak di Talango juga tidak terlepas dari pengaruh
agama yang ditafsirkan secara tradisional. Sebagian masyarakat memahami
ajaran agama sebagai pembenaran terhadap pernikahan dini atau perjodohan,
dengan alasan menjaga kehormatan keluarga dan menghindarkan anak dari
perbuatan yang dianggap melanggar norma. Padahal, secara hukum positif di
Indonesia, perkawinan anak di bawah umur bertentangan dengan regulasi,
terutama setelah revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, yang menaikkan batas usia perkawinan
menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketidaksesuaian antara norma
agama yang ditafsirkan secara tradisional, hukum negara, dan adat setempat
memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan dalam praktik perjodohan

anak. "

' Diah Widiawati Retnoningtias et al., Psikologi Keluarga (TOHAR MEDIA, 2024).
12 Fathullah Rusli, Nina Agus Harianti, and others, “Menggali Dampak Perjodohan Paksa

Terhadap Kesehatan Mental Anak: Perspektif Psikoanalisis Dan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam,
Di Desa Plaosan Kecamatan Krucil, Probolinggo,” CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman 11, no. 1
(2025): 152-169.

13 Yusran Suhan and others, “Konstruksi Perjodohan Pada Pernikahan Di Bawah Umur

(Studi Kasus Tradisi Kandea Tompa Di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau,
Sulawesi Tenggara)= Construction of Matcmaking of Underage Marriages (A Case Study of Kandea
Tompa Tradition in Su” (Universitas Hasanuddin, 2023).
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Fenomena ini semakin menarik karena praktik perjodohan anak tidak
hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak
yang luas bagi kehidupan sosial dan psikologis anak. Berbagai penelitian
menunjukkan bahwa anak yang menikah pada usia dini cenderung menghadapi
risiko lebih tinggi terkait kesehatan reproduksi, keterbatasan akses pendidikan,
kurangnya kesiapan emosional dalam menjalani pernikahan, serta tingginya
potensi konflik rumah tangga maupun perceraian.'* Di sisi lain, masyarakat
Talango justru memandang perjodohan sebagai solusi untuk menjaga stabilitas
sosial, bukan sebagai masalah yang harus dihindari. Perbedaan persepsi ini
menjelaskan mengapa praktik perjodohan anak tetap bertahan, sekalipun
terdapat regulasi negara dan rekomendasi kesehatan yang menentangnya.

Dari perspektif sosiologi, perjodohan anak dapat dipahami sebagai hasil
dari konstruksi sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas,
kehormatan keluarga, serta stabilitas komunitas. Dalam masyarakat tradisional,
praktik perjodohan bukan sekadar persoalan individu, melainkan bagian dari
sistem sosial yang lebih besar, di mana keputusan keluarga sering dianggap
lebih penting daripada pilihan personal. Hal ini sejalan dengan pandangan
Durkheim (1982) yang menekankan bahwa institusi sosial terbentuk melalui
kesadaran kolektif yang mengikat individu dalam kerangka moral bersama.'?

Oleh karena itu, praktik perjodohan anak di Talango dapat dibaca sebagai

4 Dinda Rachma Aditya, Devi Lusyany, and Muhammad Yusuf Rangkuti, “Pernikahan
Dini Dan Dispensasi Nikah Di Desa Ngemplak: Studi Empiris Tentang Kesejahteraan Sosial Dan
Pendidikan Anak,” Innovative: Journal Of Social Science Research 5, no. 2 (2025): 1171-1183.

15 Arifuddin M Arif, “Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi
Pendidikan,” Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial 1, no. 2 (2020): 1-14.
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mekanisme reproduksi budaya dan struktur sosial yang berfungsi menjaga
harmoni komunitas. Maka, memahami fenomena ini membutuhkan pendekatan
multidimensi yang tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga budaya,
agama, ekonomi, serta simbolisme sosial yang melatarbelakanginya.

Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia telah mengangkat persoalan
pernikahan dini maupun praktik perjodohan anak. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan adanya konsekuensi negatif yang cukup besar, baik terhadap
perkembangan anak maupun terhadap kehidupan sosial masyarakat. Misalnya,
penelitian Aisyah Amalia Nst et al (2023) menyoroti dampak pernikahan dini
terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi anak perempuan.'® Penelitian
lain menekankan pada aspek hukum, khususnya dalam konteks pelanggaran hak
anak dan implementasi Undang-Undang Perkawinan.!” Namun demikian,
sebagian besar kajian tersebut lebih terfokus pada isu kesehatan reproduksi,
hukum, atau psikologi anak, sementara dimensi sosial-budaya yang lebih
spesifik mengenai praktik perjodohan anak di Madura, terutama di Kecamatan
Talango, masih relatif jarang diteliti secara mendalam.

Talango sebagai wilayah dengan struktur sosial dan budaya yang khas
memiliki keunikan tersendiri dalam mempertahankan praktik perjodohan anak.
Tradisi ini tidak hanya terkait dengan keputusan individu atau keluarga,

melainkan juga erat kaitannya dengan sistem nilai, ikatan sosial, dan simbol

16 Aisyah Amalia Nst et al., “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi:
Literature Review,” Jurnal llmiah Kebidanan Imelda 9, no. 2 (2023): 126—-133.

17 Maajid Alfariszi and Khoirul Ahsan, “Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga
Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia,” Shar-E:
Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 10, no. 2 (2024): 122-132.
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budaya masyarakat Madura. Dalam konteks ini, perjodohan menjadi bagian dari
mekanisme sosial yang menghubungkan kehormatan keluarga dengan
keberlangsungan tradisi. Oleh karena itu, penelitian yang menyoroti secara
khusus praktik perjodohan anak di Talango akan memberikan kontribusi
penting dalam memahami bagaimana tradisi lokal berinteraksi dengan
modernitas, khususnya ketika nilai kolektivitas dan adat istiadat bersinggungan
dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan norma global tentang hak anak
(Latief, 2018; Abdurrahman, 2021; Walker, 2012). Dengan demikian, studi ini
menjadi relevan karena mampu menjelaskan dinamika antara pelestarian
budaya dan tuntutan perubahan sosial yang semakin kuat.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga jarang menggali secara rinci
bagaimana dinamika perjodohan itu berlangsung di tingkat lokal, mulai dari
proses pengambilan keputusan, keterlibatan keluarga, hingga sikap anak yang
dijodohkan. Sebagian besar kajian masih melihat perjodohan anak dalam
kerangka umum, seperti pernikahan dini atau praktik tradisi di masyarakat
pedesaan secara luas.'® Padahal, pemahaman mengenai dinamika yang lebih
spesifik sangat penting untuk melihat sejauh mana praktik perjodohan anak
masih dipertahankan, apa motivasi masyarakat melakukannya, serta bagaimana
implikasinya terhadap kehidupan individu maupun komunitas. Tanpa adanya
eksplorasi mendalam di tingkat lokal, penelitian hanya akan berhenti pada

generalisasi, sementara konteks sosial budaya yang khas justru menjadi aspek

8 H Agus Maftuh, “Antara Tradisi Dan Regulasi Etnografi Pernikahan Dini Di Cirebon,
Jawa Barat,” 2025.
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kunci dalam keberlangsungan praktik ini (Bourdieu, 1990; Koentjaraningrat,
2009).

Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang perlu dijawab, yaitu
minimnya kajian sosiologis yang berfokus pada praktik perjodohan anak di
Kecamatan Talango, Madura. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung
menyoroti isu pernikahan dini atau perjodohan dalam konteks yang lebih luas,
tanpa menekankan pada dinamika spesifik di masyarakat Talango yang
memiliki karakteristik budaya tersendiri. Padahal, keunikan struktur sosial
Madura, nilai kolektivitas, serta peran adat dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat Talango memiliki pengaruh signifikan terhadap bertahannya
praktik perjodohan anak. Hal ini menegaskan bahwa studi kontekstual
diperlukan agar pemahaman mengenai fenomena perjodohan anak tidak hanya
bersifat normatif, melainkan juga merefleksikan realitas sosial yang hidup di
masyarakat lokal.

Oleh karena itu, penelitian in1i menjadi penting untuk mengisi
kekosongan tersebut dengan menelaah lebih dalam mengapa masyarakat di
Kecamatan Talango masih mempertahankan praktik perjodohan anak serta
bagaimana bentuk pelaksanaan dan dinamika tradisi tersebut berlangsung di
lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih
utuh mengenai fenomena perjodohan anak, bukan hanya sebagai praktik tradisi
yang diwariskan, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks,
sarat dengan nilai, simbol, dan makna. Dengan pendekatan sosiologis, kajian

ini akan memberikan kontribusi terhadap literatur akademik sekaligus menjadi



bahan pertimbangan praktis dalam merumuskan kebijakan dan program

pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan dan dinamika praktik tradisi perjodohan
anak di Kecamatan Talango?
2. Mengapa masyarakat di Kecamatan Talango masih mempertahankan

praktik tradisi perjodohan anak?

. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan secara mendalam pola, mekanisme, serta dinamika
pelaksanaan tradisi perjodohan anak dalam struktur sosial masyarakat
Kecamatan Talango.

2. Mengungkap faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan religius yang
melatarbelakangi keberlangsungan praktik perjodohan anak di Kecamatan

Talango.

. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai "Fenomena Praktik Perjodohan Anak di
Kecamatan Talango, Madura” ini diharapkan tidak hanya memberikan
sumbangan ilmiah dalam ranah akademik, tetapi juga memberikan dampak
nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Mengingat isu

perjodohan anak menyangkut hak dasar anak, pendidikan, dan keberlangsungan
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budaya lokal, maka penting untuk memahami manfaat dari penelitian ini secara
komprehensif. Secara umum, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek,
yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.
1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sosiologi
budaya dan antropologi sosial yang menyoroti fenomena perjodohan anak
dalam masyarakat tradisional. Dengan mengkaji praktik perjodohan anak
melalui pendekatan sosial-budaya dan perspektif lokal di Kecamatan
Talango, hasil penelitian ini akan memperkaya referensi akademik terkait
hubungan antara budaya lokal dan pelanggaran hak anak dalam konteks
masyarakat kepulauan.
Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi studi-
studi selanjutnya yang ingin mengkaji praktik-praktik budaya serupa di
wilayah lain. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas
pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai tradisi dan struktur kekuasaan
dalam keluarga memengaruhi keputusan sosial yang berdampak terhadap
masa depan anak, serta membuka ruang perdebatan ilmiah mengenai
rekonstruksi budaya lokal dalam kerangka perlindungan anak.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para
pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam

merumuskan program-program intervensi sosial yang sensitif terhadap
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budaya lokal namun tetap menjunjung tinggi hak-hak anak. Temuan
penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
organisasi perlindungan anak, serta tokoh masyarakat dalam memahami
akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat dalam menangani praktik
perjodohan anak.

Bagi masyarakat Kecamatan Talango sendiri, penelitian ini
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis terhadap dampak jangka
panjang dari praktik perjodohan anak. Selain itu, penelitian ini dapat
mendorong terbentuknya dialog antara tradisi dan modernitas yang lebih
inklusif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Bagi para pendidik
dan aktivis sosial, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam
menyusun materi edukasi dan kampanye sosial yang berbasis nilai budaya
namun mendukung perlindungan anak dan pembangunan manusia secara

utuh.

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang praktik perjodohan dalam masyarakat Madura. Beberapa
penelitian terdahulu yang relevan akan dibahas untuk menggali berbagai aspek
sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi fenomena perjodohan,
khususnya terkait dengan pernikahan dini, penyesuaian peran perempuan, serta
dampak hukum dan sosial yang muncul. Melalui kajian pustaka ini, diharapkan

dapat ditemukan hubungan antara temuan penelitian sebelumnya dengan
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penelitian yang sedang dilakukan, serta memperkaya wawasan dalam

menganalisis fenomena perjodohan pada masyarakat Madura.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfian Dilaga Zen (2023)
berjudul “Makna Perjodohan pada Masyarakat Madura di Kecamatan
Panarukan Kabupaten Situbondo” mengungkapkan bahwa praktik
perjodohan dalam masyarakat Madura dimaknai sebagai upaya untuk
menjaga kehormatan keluarga, memastikan kestabilan ekonomi, serta
melestarikan adat istiadat. Penentuan pasangan dilakukan secara dominan
oleh orang tua dengan mempertimbangkan garis keturunan (nasab),
kesesuaian antar keluarga, dan tingkat kepatuhan terhadap tradisi. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan
fenomenologis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi."

Penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada fenomena
perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura, dengan pendekatan
sosial-budaya dan perspektif lokal. Berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Muhammad Alfian Dilaga Zen (2023), yang lebih
menekankan pada makna perjodohan dalam menjaga kehormatan keluarga
dan stabilitas ekonomi, penelitian ini akan menggali dinamika sosial dan
budaya yang mempengaruhi praktik perjodohan anak, serta

mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan hukum yang muncul

! Muhammad Alfian Dilaga Zen, “Makna Perjodohan Pada Masyarakat Madura Di
Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo” (IAIN Kediri, 2023).
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akibat perjodohan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan lebih
memperhatikan dampak jangka panjang terhadap individu yang terlibat
dalam perjodohan anak, termasuk tantangan dalam pendidikan, ekonomi,
dan kesehatan mental.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudho Bawono (2020) berjudul
“Kesejahteraan Subjektif dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura”
menunjukkan bahwa meskipun menikah pada usia muda, sebagian
perempuan Madura merasakan kesejahteraan subjektif berkat penerimaan
terhadap takdir, dukungan suami, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial.
Namun, ada juga perempuan yang mengalami konflik batin karena
kehilangan masa remaja dan tekanan dalam menjalankan peran rumah
tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis,
dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap lima
perempuan Madura yang menikah dini.*

Penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada dampak
psikologis dan sosial perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura,
dengan pendekatan sosial-budaya yang lebih luas. Berbeda dengan
penelitian Yudho Bawono (2020) yang fokus pada kesejahteraan subjektif
perempuan yang menikah dini, penelitian ini akan menggali lebih dalam
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perjodohan, serta

mengkaji hubungan antara praktik perjodohan dengan kondisi sosial,

2 Yudho Bawono, “Kesejahteraan Subjektif Dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis
Madura” (Universitas Airlangga, 2020).
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budaya, dan ekonomi keluarga. Penelitian ini juga akan melihat peran
masyarakat dalam mendukung atau menentang perjodohan anak, serta
bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan individu dalam
jangka panjang.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Egi Suhandi (2022) berjudul “Tinjauan
Yuridis terhadap Pernikahan di Bawah Umur akibat Perjodohan (Studi
Kasus di Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)” mengindikasikan
bahwa praktik perjodohan anak sering kali melanggar batas usia pernikahan
yang diatur dalam UU Perkawinan. Masyarakat cenderung
mengesampingkan hukum demi mempertahankan tradisi dan menghindari
pergaulan bebas. Praktik ini berpotensi merugikan perlindungan hukum
anak dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui
studi dokumen hukum, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta studi
kasus terhadap peristiwa perjodohan anak.?!

Penelitian yang akan dilakukan akan lebih menekankan pada
perspektif sosial-budaya masyarakat Talango terkait perjodohan anak,
dengan fokus pada pemahaman masyarakat terhadap norma-norma hukum
yang ada. Meskipun penelitian Nuril Wahyu Fatimah (2024) sudah
menyoroti dampak hukum dari perjodohan anak, penelitian ini akan

menggali lebih dalam mengenai interaksi antara hukum dan nilai-nilai

2l Egi Suhandi, Muhammad Hasan, and Nur Hakimah, “Tinjauan Yuridis Terhadap
Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018-
2019),” Al-Usroh 2, no. 1 (2022): 288-303.
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tradisional di masyarakat, serta bagaimana pemahaman dan implementasi
hukum tentang pernikahan di bawah umur diintegrasikan dalam praktik
sosial mereka. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana perjodohan
mempengaruhi perlindungan anak, baik dari sisi hukum maupun aspek
kesejahteraan sosial.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maghfirani Nafila Laily (2022)
berjudul “Penyesuaian Pernikahan pada Perempuan yang Dijodohkan di
Madura” menunjukkan bahwa perempuan yang dijodohkan cenderung
menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi, terutama dalam peran
domestik. Penyesuaian mereka didorong oleh nilai agama, tuntutan sosial,
dan dukungan keluarga besar. Namun, muncul tekanan psikologis yang
tersembunyi akibat minimnya keterlibatan dalam keputusan pernikahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif, dengan informan
yang dipilih secara purposif dan data yang diperoleh melalui wawancara
mendalam serta studi naratif atas pengalaman hidup responden.*

Penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada pengalaman
perempuan yang dijodohkan di Kecamatan Talango, dengan
memperhatikan aspek penyesuaian diri dalam konteks lokal yang lebih
spesifik. Meskipun penelitian Maghfirani Nafila Laily (2022) telah
mengidentifikasi tekanan psikologis yang dihadapi perempuan yang

dijodohkan, penelitian ini akan lebih mendalami bagaimana faktor-faktor

22 Maghfirani Nafila Laily, “Penyesuaian Pernikahan Pada Perempuan Yang Dijodohkan
Di Madura” (Universitas Negeri Malang, 2022).
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sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat Talango memengaruhi proses
penyesuaian perempuan dalam pernikahan yang dijodohkan. Selain itu,
penelitian ini akan menambahkan perspektif tentang sejauh mana pengaruh
tradisi lokal dan pengaruh keluarga dalam mendukung atau membatasi
kebebasan perempuan dalam mengambil keputusan hidup mereka.

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Titi Nur Indah Sari (2016) berjudul
“Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di
Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)”
menunjukkan bahwa pernikahan usia muda dipengaruhi oleh budaya malu,
tradisi bhebekalan, dan kekhawatiran terhadap pergaulan remaja. Praktik ini
berdampak pada terhentinya pendidikan, ketidaksiapan ekonomi, dan
tingginya angka perceraian dini. Meskipun demikian, masyarakat Madura
masih menganggapnya sebagai langkah yang bijak untuk menjaga
kehormatan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pasangan
muda, tokoh adat, dan kepala desa, serta observasi di lapangan.”

Penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang lebih
mendalam pada fenomena perjodohan dan pernikahan usia muda di
Kecamatan Talango, dengan pendekatan yang lebih spesifik terhadap faktor
sosial budaya yang mempengaruhi keputusan keluarga dalam menjodohkan

anak. Jika penelitian Titi Nur Indah Sari (2019) mengidentifikasi

2 Titi Nur Indah Sari, “Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi
Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)” (Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).
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pernikahan usia muda sebagai langkah untuk menjaga kehormatan keluarga,
penelitian ini akan lebih menekankan pada dampak psikologis yang dialami
oleh remaja yang terlibat dalam pernikahan dini serta bagaimana pengaruh
tradisi lokal, terutama yang berkaitan dengan perjodohan, dapat membentuk
pandangan mereka terhadap pernikahan dan masa depan. Selain itu,
penelitian ini akan lebih fokus pada dinamika antara tradisi dan

perkembangan ekonomi keluarga di wilayah tersebut.

F. Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan teori ‘urf sebagai alat untuk memahami
praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura, yang sudah menjadi
bagian dari budaya setempat. Teori ‘urfsendiri berarti kebiasaan atau adat yang
dikenal dan diterima oleh masyarakat. Teori ini cocok digunakan karena
perjodohan anak bukan hanya tindakan pribadi, tetapi sudah menjadi norma
sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam hukum Islam, ‘urfbisa
dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu,
penelitian ini ingin melihat apakah praktik perjodohan anak termasuk dalam
‘urf shahih (kebiasaan yang dibenarkan) atau ‘urf fasid (kebiasaan yang salah),

serta bagaimana kebiasaan ini memengaruhi hak dan masa depan anak.

1. Teori ‘Urf

Teori ‘urfmerupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum
Islam yang mengacu pada kebiasaan atau praktik sosial yang telah

berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai

18



norma yang mengikat.?*

Dalam kerangka hukum Islam, ‘urf diakui sebagai
salah satu sumber hukum pelengkap, terutama dalam persoalan yang tidak
secara eksplisit diatur oleh al-Qur’an dan Hadis. Keberadaan ‘urf
menunjukkan fleksibilitas syariat dalam mengakomodasi keragaman
budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar

Islam.?

Oleh karena itu, kajian tentang ‘urf menjadi penting untuk
memahami interaksi antara nilai agama, adat istiadat, dan sistem hukum
dalam masyarakat Muslim kontemporer.
a. ‘Urfdalam Perspektif Agama
Dalam perspektif Islam, urf atau kebiasaan masyarakat yang
berkembang secara turun-temurun diakui sebagai salah satu unsur
penting dalam dinamika pembentukan hukum. Islam sebagai agama
yang rahmatan lil ‘alamin tidak mengabaikan konteks sosial budaya
dalam masyarakat, melainkan memberikan ruang yang luas untuk
diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
Istilah ma ruf yang merujuk pada kebajikan yang diterima masyarakat
banyak disebut dalam Al-Qur’an, seperti dalam QS. Al-Bagarah: 233
dan QS. Al-A’raf: 199. Menurut Yusuf al-Qaradawi (1994), “Islam

tidak menolak adat yang baik dan tidak bertentangan dengan nash;

bahkan menjadikannya sebagai sumber dalam menetapkan hukum.” Ini

24 Muhammad Alwin Abdillah, Maisyarah Rahmi Hasan, and others, “Taik Sangka in Gayo
Customary Law: The Urf Approach and Its Implications,” AJIL: Aceh Journal of Islamic Law 1, no.
1(2024): 16-31.

25 Danil Sutiawan, Roby Saputra, and Ifansyah Putra, “Siyasah Syar’iyyah Dan Konstruksi
Fiqih Lokal: Studi Atas Praktik Hukum Islam Di Indonesia,” Journal of Islamic Constitutional &
Political Law 1, no. 1 (2025): 25-38.
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menunjukkan bahwa ‘urf merupakan bagian dari perangkat hukum
Islam yang mampu menjembatani norma-norma agama dengan
kenyataan sosial.

Para ulama dari mazhab-mazhab figih pun secara konsisten
mengakui pentingnya ‘urf dalam proses istinbath hukum. Imam Malik
menjadikan praktik penduduk Madinah sebagai landasan hukum karena
diyakini mencerminkan tradisi Nabi dan para sahabat, sedangkan Imam
Abu Hanifah menggunakan ‘urf dalam menetapkan berbagai hukum
muamalah sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan
masyarakat. Menurut Wahbah az-Zuhaili (2001), “ ‘Urf dapat dijadikan
dasar hukum apabila sesuai dengan prinsip syariah dan telah berlaku
secara umum dalam masyarakat.” Hal ini memperkuat posisi ‘urf
sebagai instrumen hukum Islam yang sah, terutama dalam perkara-
perkara sosial yang tidak memiliki nash eksplisit.

Dalam praktiknya, ‘wurf sering diterapkan dalam urusan-urusan
seperti pernikahan, waris, dan transaksi ekonomi. Misalnya, bentuk dan
besarnya mahar, jenis naftkah yang diberikan suami kepada istri, hingga
struktur wali dalam pernikahan, sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan
lokal yang telah berlangsung lama. Dalam hal ini, kaidah fikih al- ‘adah
muhakkamah (kebiasaan dapat dijadikan hukum) menjadi dasar kuat
penerimaan ‘urf dalam hukum Islam. Al-Suyuthi dalam Al-Ashbah wa
al-Nazhair menyatakan bahwa ‘“adalah kebiasaan yang menetapkan

hukum apabila tidak ada nash yang menentangnya.” Oleh karena itu,
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‘urf menjadi salah satu bukti nyata bahwa hukum Islam bersifat adaptif
terhadap dinamika budaya masyarakat.

Dengan demikian, ‘urf dalam perspektif agama memiliki
legitimasi yang kuat sebagai sarana kontekstualisasi hukum Islam. Ia
menjadi penghubung antara ketentuan normatif dan realitas empiris
yang berkembang dalam masyarakat, menjaga hukum Islam tetap
relevan, aplikatif, dan tidak terlepas dari kebutuhan umat. Selama tidak
bertentangan dengan nash yang qath’i, ‘urf berperan strategis dalam
menjaga harmoni antara nilai-nilai agama dan praktik sosial masyarakat.

b. ‘Urfsebagai Representasi Adat

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, ‘urf tidak dapat
dipisahkan dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam
komunitas Muslim. Secara etimologis, ‘urfberarti "sesuatu yang dikenal
atau terbiasa dilakukan", yang dalam praktiknya sering kali identik
dengan adat. Adat merupakan bentuk ‘urfyang mengakar dalam tradisi
lokal dan diwariskan lintas generasi. Oleh karena itu, ‘urf berfungsi
sebagai representasi dari sistem nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat
yang telah memperoleh pengakuan kolektif. Menurut Sulfan Wandi
(2018), “ ‘Urf adalah adat kebiasaan yang berlangsung terus-menerus di

tengah masyarakat dan diterima akal sehat sebagai sesuatu yang baik.”?¢

26 Sulfan Wandi and Sulfan Wandi, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil
Figh,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2, no. 1 (2018): 181-196.
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‘Urf sebagai bentuk adat memiliki kedudukan penting dalam
sistem hukum Islam, khususnya dalam hal-hal yang tidak secara tegas
diatur oleh nash. Dalam banyak masyarakat Muslim, praktik-praktik
seperti upacara pernikahan, bentuk pewarisan harta, sistem pengambilan
keputusan adat, dan bentuk penyelesaian konflik sosial merupakan hasil
dari ‘urflokal yang telah mengakar kuat. Adat ini tidak hanya menjadi
alat pengatur sosial, tetapi juga menjadi identitas budaya yang
membedakan satu komunitas dengan komunitas lain. Menurut Nurul
Hakim (2017) bahwa “adat yang berlaku dalam suatu tempat dan tidak
bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar dalam hukum.”?’

Namun demikian, tidak semua bentuk adat dapat dijadikan ‘urf
yang sah dalam perspektif Islam. Hanya adat yang memenuhi syarat ‘urf
sahih (kebiasaan yang benar menurut syariat) yang dapat dijadikan dasar
hukum. Adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan,
kesetaraan, atau ajaran Islam dikategorikan sebagai ‘urf fasid dan tidak
memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, dalam penerapannya, ‘urf
sebagai representasi adat harus melewati proses penyaringan normatif
berdasarkan maqasid al-shari’ah (tujuan-tujuan utama syariat), yaitu
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, ‘urf mencerminkan kekayaan budaya lokal

yang terintegrasi dalam struktur sosial masyarakat Muslim. la berfungsi

27 Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia,”
EduTech: Jurnal llmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 3, no. 2 (2017).
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sebagai representasi adat yang dapat menjadi dasar hukum Islam selama
tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Melalui pengakuan terhadap
‘urf sahih, Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam mengakomodasi
nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan integritas normatif agama.
¢. ‘Urfdalam Sistem Hukum
Dalam sistem hukum Islam, ‘urf berperan sebagai sumber
hukum sekunder yang penting, khususnya dalam perkara yang tidak
memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis. Hukum Islam,
yang bersifat universal namun elastis, memungkinkan keberadaan ‘urf
untuk menjawab kebutuhan hukum berdasarkan kondisi sosial dan
budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini, ‘urf menjadi mekanisme
penting dalam proses ijtthad, di mana seorang mujtahid
mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang berlaku untuk
menetapkan hukum yang relevan dan aplikatif. Menurut Muhammad
Mahmud (2022), “‘Urf dapat menjadi dasar penetapan hukum selama
tidak bertentangan dengan dalil syar’i dan telah berlaku secara umum di
tengah masyarakat.”?®
Peran ‘urfdalam sistem hukum Islam tampak jelas dalam bidang
muamalah seperti hukum perdata dan ekonomi syariah. Banyak
ketentuan hukum seperti batasan dalam akad jual beli, cara penyerahan

barang, serta kesepakatan kontrak disesuaikan dengan kebiasaan yang

28 Muhammad Mahmud, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode
Hukum Islam,” Al-Mau ’izhah: Jurnal llmu Keislaman Dan IImu-Ilmu Sosial 8, no. 2 (2022): 221-
236.
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berlaku di masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih al-tsabit bi
al-‘urf ka al-tsabit bi al-nash (sesuatu yang ditetapkan berdasarkan
kebiasaan kedudukannya sama dengan yang ditetapkan oleh nash). Oleh
karena itu, ‘urf menjadi instrumen hukum yang hidup dan berkembang
seiring dengan dinamika masyarakat.

Dalam konteks hukum positif di negara-negara Muslim,
termasuk Indonesia, pengaruh ‘urf juga terlihat dalam pengaturan
hukum keluarga dan perdata Islam. Misalnya, dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI), beberapa ketentuan seperti penentuan wali nikah dan
bentuk mahar secara implisit merujuk pada praktik kebiasaan lokal yang
telah mapan. Hal ini menegaskan bahwa ‘urf memiliki kontribusi
penting dalam membentuk sistem hukum nasional berbasis syariat.
Menurut smail Suardi Wekke et al. (2018), “Hukum Islam tidaklah
kaku, melainkan sangat mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang
hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar
Islam.”?’

Dengan demikian, ‘wurf dalam sistem hukum Islam berfungsi
sebagai instrumen dinamis yang mampu menjembatani teks normatif
dan kebutuhan hukum masyarakat. la memungkinkan hukum Islam

tetap kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam

kerangka negara modern, ‘wurf dapat menjadi rujukan penting dalam

2 Ismail Suardi Wekke et al., Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan
Beragama (Deepublish, 2018).
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perumusan kebijakan hukum yang inklusif, berkeadilan, dan berakar

pada nilai-nilai lokal.

2. Teori Solidaritas Sosial: Mekanik dan Organik
a. Pengertian Solidaritas Sosial

Teori solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim
merupakan salah satu fondasi penting dalam kajian sosiologi klasik.
Durkheim menyoroti bagaimana masyarakat dapat mempertahankan
keteraturan dan integrasinya meskipun mengalami perubahan sosial
yang terus berlangsung. Melalui pendekatannya yang fungsionalis,
Durkheim membedakan dua tipe solidaritas sosial, yakni solidaritas
mekanik dan solidaritas organik.*° Kedua bentuk ini mencerminkan pola
keterikatan antaranggota masyarakat berdasarkan tingkat kompleksitas
struktur sosial dan pembagian kerja yang berlaku di dalamnya.

Solidaritas mekanik lazim ditemukan dalam masyarakat
tradisional yang masih bersifat sederhana, homogen, dan belum
terdiferensiasi secara fungsional.’' Dalam masyarakat seperti ini, kohesi
sosial terbentuk melalui kesamaan nilai-nilai budaya, keyakinan
religius, norma sosial, dan praktik kehidupan sehari-hari. Setiap

individu dianggap sebagai representasi dari kesadaran kolektif yang

30 Tamrin Fathoni, “Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Emile
Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Emile Durkheim’s Perspective,”
Journal of Community Development and Disaster Management 6, no. 2 (2024): 129-47.

31 Dr Ib Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi
Sosial, Dan Perilaku Sosial (Kencana, 2012).
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sama, sehingga adanya perbedaan atau penyimpangan dipandang
sebagai ancaman terhadap stabilitas komunitas. Oleh karena itu, sistem
hukum dalam masyarakat ini bersifat represif dan mengedepankan
sanksi sosial guna mempertahankan keseragaman dan keteraturan.

Sebaliknya, solidaritas organik muncul sebagai karakteristik
khas masyarakat modern yang telah mengalami spesialisasi dan
diferensiasi sosial secara mendalam. Dalam masyarakat ini, pembagian
kerja menjadi kunci utama terbentuknya ikatan sosial. Hubungan
antarindividu tidak lagi berdasarkan kesamaan, melainkan pada
ketergantungan fungsional antarperan dan profesi. Misalnya, dokter,
petani, guru, dan insinyur menjalankan fungsi berbeda namun saling
membutuhkan satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, hukum yang
berlaku bersifat restitutif bertujuan memulihkan hubungan sosial dan
bukan semata-mata menghukum penyimpangan.>

Durkheim juga menegaskan bahwa dalam solidaritas organik,
kesadaran kolektif cenderung lebih lemah dan terbatas dibandingkan
masyarakat dengan solidaritas mekanik. Namun demikian, masyarakat
modern memiliki sistem sosial yang lebih adaptif dan responsif terhadap
perubahan. Keberagaman identitas, perbedaan pandangan, serta
pluralitas nilai menjadi bagian integral dari kehidupan bersama, asalkan
diikat oleh prinsip saling membutuhkan dan kerja sama. Kohesi sosial

dalam konteks ini terbangun melalui institusi-institusi sosial, hukum,

32 Paisol Burlian, Patologi Sosial (Bumi Aksara, 2022).
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ekonomi, serta sistem pendidikan yang saling melengkapi dan
menopang.*

Dengan demikian, konsep solidaritas mekanik dan organik tidak
hanya menjelaskan struktur sosial dalam perspektif historis, tetapi juga
menjadi alat analisis penting dalam memahami dinamika masyarakat
kontemporer. Perpindahan dari solidaritas mekanik menuju organik
tidak berarti bahwa bentuk yang pertama sepenuhnya hilang, melainkan
keduanya bisa saling melengkapi dalam konteks tertentu. Pemahaman
terhadap teori ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai
cara masyarakat menjaga integrasi sosial di tengah perubahan zaman

yang cepat dan kompleks.

G. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi
kasus, yang bertujuan untuk mendalami secara mendalam fenomena sosial yang
terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan praktik perjodohan anak di
Kecamatan Talango, Madura.’* Pendekatan kualitatif memberikan kebebasan
untuk mengkaji berbagai aspek dari fenomena sosial yang tidak dapat diukur
dengan angka, namun dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh

tentang konteks dan makna di balik praktik tersebut.

33 Moh Fadel, “Agama Dan Perubahan Sosial Menurut Pandangan Emile Durkheim”
(Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024).
34 Radix Prima Dewi, “Studi Kasus-Metode Penelitian Kualitatif,” 2019.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang berfokus
pada fenomena perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura. Dengan
pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam
pengaruh struktur sosial, nilai-nilai budaya, serta norma yang berlaku dalam
masyarakat terhadap praktik perjodohan anak. Studi kasus memungkinkan
peneliti untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk keputusan orang
tua dalam menjodohkan anak mereka, serta dampaknya terhadap kehidupan
sosial dan pendidikan anak yang terlibat.
2. Subjek Penelitian
Subjek Penelitian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa
kelompok yang memiliki peran langsung atau tidak langsung terhadap
praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango. Kelompok-kelompok
tersebut akan memberikan wawasan yang berbeda terkait pandangan sosial,
budaya, dan agama terhadap praktik perjodohan anak. Rincian subjek
penelitian dapat dilihat pada (Lampiran 1 halaman 142).
3. Alat Pengumpul Data
Untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam mengenai
praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango, beberapa teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Wawancara Mendalam (/n-Depth Interviews)
Wawancara mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur

akan digunakan untuk menggali perspektif individu secara terbuka
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dan mendalam. Wawancara ini memberikan kebebasan kepada
subjek untuk mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka
tanpa terikat oleh struktur pertanyaan yang kaku. Wawancara ini
akan dilakukan dengan orang tua, anak yang dijodohkan, tokoh
agama, tokoh adat, serta pendidik untuk memperoleh informasi yang
kaya dan holistik tentang praktik perjodohan anak dan dampaknya
terhadap individu serta masyarakat.
. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif akan dilakukan oleh peneliti untuk
mengamati secara langsung praktik-praktik sosial yang berkaitan
dengan perjodohan anak, seperti acara adat atau kegiatan keluarga
yang melibatkan proses perjodohan. Melalui observasi ini, peneliti
dapat memperoleh informasi yang tidak terungkap dalam
wawancara, serta memahami dinamika sosial yang terjadi antara
keluarga, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat.
Studi Dokumentasi

Dokumentasi dari berbagai sumber, seperti peraturan adat,
catatan keluarga, dokumen pendidikan, dan catatan hukum
mengenai pernikahan dan perjodohan anak, akan dikumpulkan
untuk memberikan konteks yang lebih luas terkait praktik ini. Studi

dokumentasi ini akan memberikan pemahaman lebih dalam
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mengenai landasan hukum, tradisi, serta perkembangan terkait

praktik perjodohan anak dalam masyarakat Madura.*

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, FGD, dan

studi dokumentasi akan dianalisis dengan pendekatan analisis tematik yang

terdiri dari beberapa tahapan berikut:

a. Penyusunan Tema

Setelah data dikodekan, peneliti akan menyusun tema-tema
yang muncul dari data. Tema-tema ini akan melibatkan berbagai
aspek yang relevan, seperti hubungan antara nilai budaya, norma
adat, struktur kekuasaan, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh
praktik perjodohan anak. Tema-tema ini akan memberikan
gambaran menyeluruh mengenai praktik perjodohan anak di
Kecamatan Talango.

Interpretasi Data

Data yang telah disusun dan dikelompokkan berdasarkan
tema-tema utama akan dianalisis lebih dalam untuk menemukan
makna yang terkandung di dalamnya. Interpretasi ini akan
menghubungkan hasil temuan dengan teori-teori yang relevan,
seperti teori solidaritas sosial, teori kemaslahatan dalam Islam, serta

maslahah mursalah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan

35 Loso Judijanto et al., Research Design: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif (PT.
Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
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pemahaman yang lebih dalam tentang praktik perjodohan anak dan
dampaknya terhadap kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan di
Kecamatan Talango.
c. Triangulasi Data

Triangulasi data akan dilakukan untuk memverifikasi
konsistensi temuan yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode
pengumpulan data. Dengan membandingkan hasil wawancara,
observasi, FGD, dan studi dokumentasi, peneliti akan memastikan
validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi data juga
memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih
holistik tentang praktik perjodohan anak, serta memperkaya

perspektif yang diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat.

H. Sitematika Pembahasan
1. Babl
Bab ini menguraikan latar belakang fenomena praktik perjodohan anak yang
masih berlangsung di Kecamatan Talango, Madura, sebagai bagian dari
nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat yang sangat menjunjung
tinggi adat, kehormatan keluarga (sabbhu’), dan rasa malu (tengka).
Meskipun bertentangan dengan hukum positif dan prinsip perlindungan
anak, praktik ini masih dianggap wajar oleh masyarakat karena diyakini
dapat menjaga moralitas dan stabilitas sosial. Rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah mengapa masyarakat Talango tetap mempertahankan
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tradisi perjodohan anak, serta bagaimana bentuk pelaksanaan dan dinamika
praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor-
faktor sosial, budaya, ekonomi, dan religius yang melatarbelakangi praktik
perjodohan anak, serta mendeskripsikan pola pelaksanaan dan dampaknya
terhadap kehidupan anak. Manfaat penelitian meliputi kontribusi teoretis
terhadap studi sosiologi budaya dan kontribusi praktis dalam menyusun
kebijakan yang sensitif terhadap konteks lokal namun tetap berorientasi

pada perlindungan hak anak.

. Bab 1l

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang mengulas penelitian-penelitian
terdahulu tentang praktik perjodohan anak, baik dari aspek sosial, budaya,
psikologis, maupun hukum. Penelitian ini menggunakan dua kerangka
teoretis utama, yaitu teori ‘urf dalam hukum Islam untuk melihat bagaimana
adat dijadikan legitimasi dalam praktik perjodohan, serta teori solidaritas
sosial Emile Durkheim untuk menjelaskan mengapa masyarakat tradisional
seperti Talango tetap mempertahankan tradisi tersebut. Pendekatan yang
digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh
melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, FGD, dan studi
dokumentasi terhadap informan seperti orang tua, anak yang dijodohkan,
tokoh agama, tokoh adat, dan pendidik. Analisis dilakukan melalui tahapan
pengkodean tematik dan triangulasi data untuk menjaga validitas dan

keakuratan temuan.
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3. BablIll
Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan tentang bagaimana praktik
perjodohan anak dijalankan secara konkret di masyarakat Kecamatan
Talango. Temuan menunjukkan bahwa perjodohan dilakukan secara
sepihak oleh keluarga besar, tanpa keterlibatan atau persetujuan anak, dan
didasarkan pada pertimbangan kehormatan, perlindungan moral, serta
strategi ekonomi keluarga. Anak perempuan lebih sering dijodohkan sejak
usia belia karena dianggap sebagai penjaga martabat keluarga. Dampaknya
meliputi putus sekolah, ketidaksiapan mental dalam berumah tangga, serta
tekanan psikologis. Pandangan tokoh agama dan tokoh adat menunjukkan
adanya pembenaran atas praktik tersebut sebagai bagian dari ‘urfyang sah,
meskipun bertentangan dengan maqasid syari‘ah dan hukum positif.
Dinamika yang terjadi juga menunjukkan adanya ketegangan antara nilai
adat dan norma hukum negara.
4. Bab IV

Bab ini menganalisis hasil temuan lapangan dengan menggunakan teori ‘urf
dan teori solidaritas sosial. Dalam perspektif ‘urf, praktik perjodohan anak
di Talango termasuk ‘urf fasid karena melanggar prinsip syariah, terutama
jika dilakukan tanpa ridha dan kesiapan anak. Sementara itu, solidaritas
mekanik dalam masyarakat Talango menjelaskan kuatnya tekanan sosial
untuk mempertahankan praktik ini demi menjaga kesatuan nilai kolektif.
Bab ini juga menunjukkan bahwa transformasi menuju solidaritas organik

yang lebih modern dan menjunjung otonomi individu masih sangat terbatas
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karena dominasi nilai tradisional. Analisis ini memperlihatkan pentingnya
pendekatan transformatif dan dialogis dalam mengubah praktik yang

membahayakan hak dan masa depan anak.

. BabV

Bab ini menyimpulkan bahwa praktik perjodohan anak di Kecamatan
Talango tetap dipertahankan karena pengaruh kuat nilai budaya, struktur
sosial komunal, dan minimnya pemahaman terhadap hak anak dan hukum
negara. Pelaksanaan praktik ini bersifat sepihak, tidak melibatkan anak, dan
berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan
psikologis anak. Saran yang diberikan mencakup perlunya edukasi hukum
dan sosial kepada masyarakat, pelibatan tokoh agama dan adat dalam
transformasi budaya, serta penguatan lembaga pendidikan untuk mencegah
praktik perjodohan melalui penyadaran kritis dan pemberdayaan anak-anak

sebagai subjek dalam pengambilan keputusan hidup mereka.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena praktik perjodohan

anak di Kecamatan Talango, Madura, dengan fokus pada dua rumusan masalah

utama, yaitu (1) mengapa masyarakat masih mempertahankan praktik

perjodohan anak dan (2) bagaimana bentuk pelaksanaan serta dinamika praktik

tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Masyarakat masih mempertahankan praktik perjodohan anak karena
adanya pengaruh kuat dari nilai budaya, ekonomi, agama, dan norma
sosial. Konsep kehormatan keluarga (ajhina) dan rasa malu (asap rasa)
terbukti menjadi faktor dominan yang mendorong orang tua
menikahkan anak pada usia muda. Praktik ini dipandang sebagai bentuk
menjaga nama baik keluarga, mempererat hubungan kekerabatan, serta
menghindari gosip atau aib sosial. Selain itu, faktor ekonomi berperan
sebagai pertimbangan lain, di mana perjodohan dianggap dapat
meringankan beban keluarga atau memperbaiki status sosial. Penafsiran
ajaran agama secara tradisional juga memperkuat keberlangsungan
praktik ini, meskipun hal tersebut tidak sejalan dengan hukum positif
yang berlaku di Indonesia.

Bentuk pelaksanaan dan dinamika praktik perjodohan anak di Talango
menunjukkan bahwa orang tua dan keluarga besar memegang peran

sentral dalam pengambilan keputusan. Prosesnya biasanya diawali
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dengan kesepakatan antar keluarga, tanpa melibatkan anak secara penuh
dalam menentukan pilihan hidupnya. Dinamika ini memperlihatkan
adanya ketimpangan antara kepentingan keluarga dan hak anak, di mana
suara anak sering kali tidak mendapat ruang yang signifikan. Namun,
masyarakat Talango tetap memandang praktik ini sebagai bagian dari
tradisi dan identitas budaya yang harus dijaga. Hal ini memperlihatkan
bahwa perjodohan anak bukan hanya sekadar praktik perkawinan,
melainkan juga mekanisme sosial yang merefleksikan benturan antara
nilai tradisi, norma kolektivitas, dan perkembangan zaman yang
semakin menekankan pada kebebasan individu serta perlindungan hak
anak.

Secara keseluruhan, praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango
merupakan bentuk ‘urf (kebiasaan) yang sudah mengakar, namun tidak
seluruhnya sejalan dengan prinsip magasid al-syari’ah, terutama dalam aspek
perlindungan jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl),
dan kehormatan (hifz al- ‘ird). Oleh karena itu, praktik ini perlu ditinjau ulang
dan direkonstruksi secara sosial dan hukum agar tidak mengorbankan hak dan
masa depan anak demi kepentingan adat. Upaya perubahan harus dilakukan
melalui pendekatan edukatif, budaya, dan dialogis, dengan melibatkan tokoh
agama, tokoh adat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan keluarga
secara kolaboratif untuk membangun pemahaman baru yang lebih humanis dan

kontekstual.
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B. Saran

1.

Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya yang membawahi Kecamatan
Talango, perlu menyusun kebijakan pencegahan praktik perjodohan anak
berbasis kearifan lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang program
edukasi hukum dan sosial yang menyasar masyarakat akar rumput, dengan
melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat sebagai agen
perubahan. Peraturan desa yang mendukung batas usia pernikahan minimal
dan perlindungan hak anak juga perlu diinisiasi agar memiliki kekuatan

normatif di tingkat lokal.

. Bagi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidik:

Sekolah dan madrasah di Kecamatan Talango diharapkan tidak hanya
menjadi pusat pendidikan formal, tetapi juga motor perubahan sosial yang
menanamkan kesadaran akan hak-hak anak, kesetaraan gender, dan
pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan. Guru dan kepala sekolah
dapat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, dialog interaktif dengan
orang tua, serta membentuk kelompok remaja yang diberdayakan untuk

menyuarakan aspirasi mereka, termasuk menolak perjodohan paksa.

. Bagi Masyarakat dan Keluarga:

Masyarakat, khususnya orang tua, diimbau untuk meninjau ulang praktik
perjodohan anak yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan
psikologis dan persetujuan anak. Tradisi adat yang selama ini dijadikan

pembenaran sebaiknya dikontekstualisasi kembali agar tidak bertentangan
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dengan nilai kemanusiaan dan prinsip maqasid al-syari‘ah. Orang tua
sebaiknya memberi ruang dialog dan kebebasan kepada anak untuk
menentukan pilihan hidupnya sesuai dengan usia dan kematangannya.

. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi studi lanjutan yang
menyoroti relasi antara tradisi lokal, kekuasaan dalam keluarga, dan
ketimpangan gender. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji
strategi  konkret rekonstruksi budaya secara partisipatif, serta
mengeksplorasi pengalaman anak yang dijodohkan melalui pendekatan
naratif atau etnografi kritis. Selain itu, studi komparatif di wilayah
kepulauan lain yang memiliki adat serupa akan memperluas cakupan

akademik dalam memahami praktik perjodohan anak di Indonesia.
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